BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS INSTRUKSI BUPATI PROGRAM PENGUATAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa wupaya penguatan infrastruktur perdesaan
merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah
yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

bahwa dalam pelaksanaan otonomi desa terutama dalam
rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih
inklusif yakni pemerintahan desa dan masyarakat untuk
dapat merencanakan dan melaksanakan program
penguatan infrastruktur perdesaan sesuai dengan
potensi, karakteristik dan kebutuhan serta kemampuan
yang ada guna pemerataan dan percepatan
pembangunan di perdesaan, khususnya dalam upaya
pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat, perlu
adanya program penguatan infrastruktur perdesaan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bengkalis tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Penguatan Infrastruktur Perdesaan
Kabupaten Bengkalis;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaran Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);




40 ”,Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
" Pengelolaan Keuangan ‘Daerah (Lembaran - Negara
‘Republik Indonesia - Tahun 2005 Nomor 140,
~Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indonesia
~:Nomor 4578), :

‘5. Peraturan Pemermtah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
R ‘Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6 Tahun
_;":2014 tentang ‘Desa (Lembaran Negara Republik
" Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
, 'Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 5539),

6l Peraturan Premden Nomor 54 Tahun 2010 ‘tentang .
o Pengadaan Barang/ Jasa Pernermtah sebagalmana
 diubah dengan terakhir dengan Peraturan Presiden
~ 'Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat ik

) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang -
Pengadaan Barang/Jasa Pemermtah o

7. :Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 8
© tentang  Pedoman Pengelolaan ‘Keuangan Daerah,
- sebagaimana telah dlubah beberapa kali terakhir dengan '
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
. tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam
. Negeri ‘Nomor 13 ‘Tahun 2006 tentang Pedoman -
$he Pengelolaan Keuangan Daerah; |
. 8. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 113 Tahun 2014
S ‘tentang Pengelolaan Keuangan Desa; ‘ R
9. Pcraturan Menteri Dalam Ncgen Nomor 114 Tahun 2014
i tentang Pedoman Pembangunan Desa;

| 10 Peraturan Kepa]a Lembaga Kebl_)akan Pengadaan
- Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;

11, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Normor- 03, -
© Tahun 2009  tentang = Pokok-pokok . Pengelolaan' ‘
o Keuangan Daerah (Lembaran , Daerah Kabupaten

 Bengkalis. Tahun 2009 Nomor 03)

12. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang :
- Rencana ‘Pembangunan Jangka Menengah Daerah
.- (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 — 2015;

o 13 Peraturan Bupat1 Bengkalis Nomor 24 Tahun 2015
- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam’
: Wllayah Kabupaten Bengkahs, N '

Ay MEMUTUSKAN

‘Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
7 “INSTRUKSI  BUPATI  PROGRAM ' PENGUATAN -

‘INFRASTRUKTUR ' PERDESAAN . KABUPATEN.
BENGKALIS ’ g o EOE A T I A




: BAB I :
KET ENT UAN UMUM

‘ .i:‘ Pasal 1

i 'Dalam Peraturan Bupa’a ini yang dlmaksud dengan
e ;Daerah adalah Kabupaten Bengkahs _ ST e
‘Pemenntah, Daerah adalah Bupatl Bengkahs danA' S
- perangkat - ‘daerah sebaga1 unsur penyelcnggaxa Lo
‘Pemermtah Daerah.. - - A : ‘ :
;Bupatl adalah Bupau Bengkahs P
O Camat adalah Camat dalam Wllayah Kabupaten N |
»i‘ﬂ',Bengkahs T R , ;
.’k‘"fj;_Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemermtahan“ .

. Desa yang selanjutnya: dlsmgkat BPMPD adalah Badan - -

- Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenntahan Desa
‘.;.;,KabupatenBengkahs T e S ek
." Kecamatan dan Desa adalah Kecamatan dan Desa se-
Kabupaten Bengkahs g S PR T
. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang el
S mcmahkl batas-batas wilayah yang berwenang untuk oo
';5,:"» ‘mengatur dan .mengurus kepentmgan ~masyarakat -
- setempat, berdasarkan - asal usul dan adat-istiadat -

~ setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
o Pemenntahan Negara Kesatuan Repubhk Indonesia.

. w;:"‘Kepala Dcsa adalah Pcrmmpm dan Dcsa d1 Kabupaten S e
Bengkahs : s

. ‘Bendahara adalah unsur staf sekretanat desa yang'f, .
S memb1dang1 urusan admn‘ustram keuangan untuk- ¢

- “-'menatausahakan keuangan Desa

Anggaran Pendapatan ‘dan’ Belan_]a Desa selan_]utnya. f ":,:'_
- disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan» e

.Pemenntahan Desa. .

"Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau
"yang d1sebut Musrenbangdesa ‘adalah musyawarah” L
‘antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah =
.~ Desa, dan unsur masyarakat yang dlselenggarakanf e
E f‘oleh Pemermtah Desa untuk- menetapkan prioritas,
program, keglatan ‘dan “kebutuhan Pembangunan =~ .
-~ ‘Desa yang didanai" oleh Anggaran Pendapatan dan
s ;Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau i
 Anggaran - Pendapatan - dan ' Belan_]a' Daerah SR

,Kabupaten/ Kota

~Sisa - Leblh Perlntungan Anggaran yang selan_]umya;." o
(dlsmgkat -SiLPA adalah sehslh lebih . realisasi -

penenmaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran il . '

. ‘Pengadaan Barang/Jasa d1 Desa yang selanjutnya o E
e ‘dlsebut Pengadaan Barang/Jasa adalah keglatan untuk




’ memperoleh barang/Jasa oleh Pemermtah Desa “baik .k :
, + - dilakukan “dengan ‘cara’ swakelola maupun melalui
.. i»penyedla barang/Jasa Ce

Lt 14, Swakelola’ adalah - kcglatan pengadaan Barang/Jasa' e

- dimana pekexjaannya direncanakan, - dikerjakan dan
- atau d1awas1 sendm oleh T1m Pengelola Keglatan :

o150

» Penyedia Barang/Jasa ‘adalah’ badan® usaha atau vt A
- perorangan yang menyediakan barang/ _]asa ’ o
,Petunjuk Tekms adalah Pedoman yang mengatur secara

S umum™ ‘dan ‘Secara - Teknis tentang penyelenggaraan.'
%Program Penguatan Infrastruktur perdesaan ST .

‘ ‘;Infrastruktur perdesaan adalah fasxhtas yang ada d1; REe
“desa - yang - merupakan - kebutuhan . dasar fisik
s »pengorgamsasmn . sistem struktur yang dlperlukan RUNETE Sy e

R - untuk jaminan ekonomi sektor pubhk sebagai layanan

dan - fasilitas yang dlperlukan agar perekonorman e

L 31}, “be rfungSI dengan balk

18,

‘Instruk31 Bupatl Progranl Penguatan Infrastruktur L

. Perdesaan yang selan_]utnya disebut INBUP-PPIP adalah ~ ~
© Naskah Dinas yang berisikan - ‘perintah ‘dari Bupati ‘'
< kepada bawahan untuk - pelaksanaan kegiatan dalam -

2"~ rangka percepatan penyedlaan infrastruktur- perdesaan - .
o 'dengan ‘menitikberatkan .. pada proses pemberdayaan -

- masyarakat melalm part131pa81 aktif dalam penyusunan

perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaani E

| pembangunan m_frastrukmr perdesaan

19,

k-pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. Yangk
s «:,"selan_]utnya d1$1ngkat 'PTPKD adalah unsur perangkat
" ’'desa - yang membantu = Kepala - Desa. untuk

& melaksanakan pengelolaan keuangan desa

200

",‘Tlm Pengelola Keglatan yang selanjutnya dlslngkat' SR
TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa - R
~ dengan  Surat Keputusan, ‘terdiri - dari- unsur -
-Pemenntah Desa, unsur lembaga kemasyarakatan»
" desadan ~ atau  unsur masyarakat | untuk

- - melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa.

21

Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan 1a1n adalah( R
. lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
" dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemenntah N
A }Dcsa dan Lurah dalam memberdayakan asyarakat :
1220 - Pendampmg Desa Pembangunan yang selanjutnya o
S ‘d131ngkat PDP adalah Orang yang telah dilath dan
‘tugasnya ‘memberikan - bimbingan, ‘pembinaan dan

& -pengawasan  atas pengelolaan kegiatan pembangunan :

-~ 'yang ada pada pemerintahan desa dlantaranya Program; :
LEE Penguatan Infrastruktur perdesaan ‘ S L
23, “Koordinator - Kecamatan Pendampmg . Desa . :
. . .Pembangunan- yang selan_]utnya dlsmgkat Korcam PDP . . =
-~ . _adalah Orang yang telah dilatth dan  tugasnya .-
e Amembenkan bimbingan, - mcngkoordmamkan dan KRR




:'\mengevalua31 keglatan Pendamplng Desa Pembangunan’?‘ LRl

R o di Pemenntahan Desa.

~ Koordmator Kabupaten :_, Pendampmg 'Desa

gt Pembangunan yang selanjutnya dlsmgkat Korkab PDP

 -adalah " Orang - yang telah ‘dilatih dan - tugasnya

membeérikan blmblngan mengkoordmasﬂ(an dan

~mengevaluasi - keglatan Korcam dan Pendamping- Desa = n
..+ ‘bidang ‘Pembangunan - di Pemenntahan Desa serta SRR

s kmembenkan masukan kepada BPMPD.

~ Spesialis Data. Koordmator Kabupaten Pendampmg Desa“ T
" Pembangunan adalah - orang yang telah dilatih dan s

: f’f ftugasnya merekapﬂ:ulam seluruh ~ hasil keglatan
. pekerjaan di tmgkat desa untuk d1$ampa1kan kepada

Koordmator Kabupaten Pendampmg Desa Bldang e

e ,Pembangunan

Keberdayaan Masyarakat Perdesaan KabUpaten
Bengkahs AR . e :

o

‘ »Musyawarah Desa I (satu) yang selan_]utnya dlsmgkat, :
;Musdes 1 adalah musyawarah desa Penyusunan PRT

| Usulan Prlontas Keglatan Desa

. 28,

»Musyawarah Desa I (dua) yang selanjutnya dlsmgkatk
~ Musdes II adalah musyawarah desa Pembentukan Tim -~

e - Pengelola Keglatan

_ "Musyawarah Desa 1" (tlga) yang selanjutnya dlsmgkat
- Musdes I adalah - musyawarah  desa serah terima . -

g . kegiatan darl TPK kepada Kepala Desa

30,

Gambar‘ Teknis Rencana adalah | dokumen yang“

,.bensﬂ{an tentang ' Gambar pelaksanaan di lapangan
i ;;“dlantaranya denah tampak potongan dan detall '

31 Rencana Anggaran Blaya yang Selanjutnya dlsmgkat -

- RAB adalah Rencana Anggaran Biaya berdasarkan
" gambar teknis rencana kerja dan spesifikasi pekerjaan
S yang akan dlkexjakan yang men_]ad1 acuan dalam~f
e pelaksanaan pekexjaan

BAB II

»';AZAS TUJUAN DAN SASARAN -

Bag1an Kesatu R L R
AZaS :V Dk :7,":“‘

Pasal 2

Komltmen Pemenntah Kabupaten . Bengkalls ' untuk
o penmgkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan yang -
“sangat membutuhkan ketersedlaan 1nfrastruktur yang
memada1 melall.u INBUP-PPIP “

Adwsor adalah ofang yang telah d11at1h dan tugasnya f L
i Pemblnaan ‘dan. Pengendahan Program Pemngkatan R




o

Baglan Kedua S
'I‘L'guan e

Pasal 3

31Percepatan pembangunan 1nfrastruktur perdesaan?“ i

e dengan menitikberatkan pemberdayaan masyarakat .
i - melalui part1s1pa81 aktif, swadaya dan gotong-royong o
o ijdalam ‘penyusunan perencanaan pelaksanaan dan’ ’

L ipengawasan pembangunan O :

@

Pemngkatan kesejahteraan dan kesempatan ker_|a baglk‘ |

{:masyarakat d1 perdesaan

HEas keputusan perencanaan pelaksanaan, pengawasan' o
“'dan pelestanan pembangunan ‘f’ e s

Membangun s kemandlnan dalam pengambllan B

'-Sasaran el

Pasal 4

fiPemngkatan kapasﬂ:as pemenntahan desa dalam . - .
- memfasilitasi 'pembangunan partisipasi, swadaya dan o

i :;;y,;,;{}: gotong-royong masyarakat di perdesaaan.

o '{[(2)_“?;*

Berfungsmya _sistem kelembagaan ' desa dalam‘ S
F -;‘keg1atan pembangunan part131pa31 swadaya dan .

i gotong—royong masy arakat.

e (3) Menmgkatnya keterlibatan - masyarakat mlskln ‘dan ,
e ;,kelompok masyarakat perdesaaan mulai dari tahap =
3 - penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan,

. pengawasan.

) Pr

Pemngkatan peran serta dan kerja sama para Fay

o ;:fpemangku kepentmgan dalam upaya penanggulangan IETES

. kemiskinan masyarakat di perdesaan .

S (5)- Memngkatnya ‘manfaat dan hasil keglatan program} R

. penguatan 1nfrastruktur perdesaan bagl masyarakat' o
;f_'dl perdesaan Gt R ~ -

Baglan Keempat
i Pnontas Keglatan

Pasal 5

Prlontas keglatan penguatan 1nfrastruktur perdesaan .

G berupa f

o a kegiatan ‘yang dlsepakatl dan hasﬂ Musrenbang L :

~Desa dan Musdes I

b keglatan yang d1perk1rakan mampu dlkexjakan”

dalam tahun anggaran ber_]alan, L




el keglatan yang | tldak . terlalu memerlukan
‘. perhitungan atau anahsa teknis. yang tinggi
‘(konstruksi - sederhana) atau teknologmya sudah 2
~dipahami oleh masyarakat; ’

d keglatan yang matenalnya mudah dlperoleh atau o
‘ secara umum tersedia serta berkuahtas dan

| e. keglatan 1nfrastruktur untuk kepentmgan umum.

3 s (2) .Keglatan Pembangunan Infrastruktur sebagalmana o
ST dlmaksud ayat (1) antaralam L LT

ol fpembangunan ~jalan hngkungan/bod1 jal_an/
‘ sememsam/ base ‘ o

':pant lmgkungan :

'normahsa81 sungal i/ pant
pembangunan tanggul /turap, g
.~_"pembangunan plntu khp, | |
,,pcmbangunan _]ctl /demélgé R o

' ’dWlkCI' / gorong—gorong,

7 o *- At O‘

. Jembatan

burda (buras dasar), - |

[
.

i e

. pembangunan Rumah Kantor Bhabmkamtlbmas
pembangunan - embung  atau sekat kS
~ kanal/parit/ sunga1 _bagi desa yang ~rtawan
- :kebakaran pada saat kemarau, dan L :

k 1 pembagunan _infrastruktur Iamnya yang
- dibutuhkan masyarakat Desa. . . R

s ' .',"i BABIII e
PERSIAPAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Baglan Kesatu
Per31apan

Pasal 6

| ; ,v Persmpan pelaksanaan keglatan dan INBUP—PPIP mehputl s

~a. Musdes 1. dllaksanakan untuk mengmventansu dan -
‘menghlmpun  Usulan  Prioritas =~ Kegiatan Desa - '
. infrastruktur yang dlsepakatl untuk d1dana1 Program,
; - Penguatan Insfratruktur Perdesaan; - ’

'b. Usulan Pnorltas Desa (UPD) mfrastruktur scbagaunana £
" dimaksud dalam = huruf a bersumber .dari -hasil
. Musrenbang Desa yang tertuang di dalam Dokumen .

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-
. Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)=
- dan Musyawarah Desa . ,




C

Usulan Prlontas Keglatan Désa ' infrastruktur
sebagalmana . dlmaksud dalam huruf. b dimasukkan SR
~dalam usulan keglatan untuk dlaloka31kan dalam
APBDesa f Ll il e
. Keglatan pelaksanaan 1nfrastruktur yang d1 dana1 N
- program - penguatan Cinfrastruktur perdesaan’ e
= odlalokas1kan anggarannya dalam APBDesa R

k‘Musdes g dllaksanakan untuk Pcmbcnmkan TPK o _
sebagai pengelola Program Penguatm Infrastruktur -

i Perdesaan, dengan ‘mekanisme pemlhhan keterwakllan

" dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga P

SR kemasyarakatan desa dan atau unsur masyarakat desa »

S

Perencanaan

Pasal 7

: {f‘ TPK dan dapat dlbantu PDP melakukan survey harga“"‘;”‘
~ material minimal pada 2 (dua) toko terdekat dan harga = = G
e upah ‘sebagai dasar acuan penyusunan RAB dan .

g £ Gambar Rencana Ker_}a Konstruks1 Jxka chperlukan

~© upah/bahan/ alat diketahui- oleh Pelaksana Tekms e
: .v_Keglatan PDP, dan dlSCtUJLu oleh Kepala Desa. - ‘ "

e

‘Berita | acara penetapan “harga satuan

TPK d1dampmg1 PDP Membuat RAB dan Gambar

5 Q’:Rencana KerJa Konstruk31 ’

. . ; (4)

‘ﬁ RAB dan Gambar Rencana Kerja Konstruk81 keg1atan

e ;dlpenksa oleh Pelaksana Teknis chlatan diketahui - “
. -PDP dan . Korcarn untuk selanJutnya dlsetqu oleh :
I Kepala Desa S ‘ g

. [;acuan dalam pelaksanaan pekerjaan

as

Bei'gian Kotign = Lori e
Pelaksanaan

Pasal 8

,v kj:k"";Pelaksanaan keglatan INBUP—PPIP dllakukan melalur "lb N
o .;jbeberapa pendekatan yakm s _ SO o
o ‘Seluruh rangkalan pelaksanaan keglatan pengadaang -

o o barang/ jasa yang d1b1aya1 dengan APBDesa harus} ’

Photocopy RAB dan Gambar Rencana Ke»rja‘fé . o
o Konstruk51 dlsampalkan kepada Camat - :

A Z'RAB dan Gambar Rencana chja Konstruk81 keglatan o
T sebaga1mana yang dimaksud pada ayat @ menjadl T




sesuai dengan pnn81p pnns1p eﬁswn efektif,
transparan pemberdayaan 3 masyarakat partls1pa31
swadaya, ' gotong-royong - ~dan  akuntabel serta
dlsesumkan dengan kondisi sosial budaya masyarakat
setempat dengan menggunakan tenaga ker_]a setempat

1 VEﬁswn berartl Pengadaan Barang/Jasa harus
diusahakan dengan menggunakan dana dan daya
yang mmlmum -untuk - mencapai - ~ kualitas  dan
sasaran dalam’ waktu yang: ‘ditetapkan = atau
menggunakan ‘dana yang telah ditetapkan untuk
mencapai- has11 dan sasaran dengan kuahtas yang
mak31mum

2 Efektlf berart1 Pengadaan Barang/Jasa harus
sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah
dltetapkan serta memberlkan manfaat yang
sebesar—besarnya

3.. Transparan berartl semua ketentuan dan 1nforma31
mengenai Pengadaan Barang/ Jasa bersifat jelas dan
dapat diketahui secara luas. oleh: masyarakat dan
Penyedla barang / J asa yang berrmnat

4. Pemberdayaan masyarakat berart1 Pengadaan
Barang/Jasa harus dgadlkan sebaga1 wahana
pembelajaran ‘bagi masyarakat untuk dapat
mengelola pembangunan desanya,

5. Partisipasi, swadaya dan gotong—royong, berartl
dimungkinkan dan dlharapkan ‘adanya partisipasi
masyarakat berupa penyediaan” ‘barang/bahan dan
tenaga kerja secara: swadaya dam gotong-royong
dalam’ pelaksanaan keglatan pembangunan d1 desa
dan

6 Mnmtabel berar‘u harus sesuau dengan aturan dan
ketentuan - yang terkait . . dengan Pengadaan
Barang/J asa’ sehmgga dapat
dlpertanggun.awabkan

b :Seluruh keglatan ﬁ31k dan keuangan harus selesal pada
tahun beljalan

c.. ‘Apabila keglatan ﬁ31k dan keuangan belum selesa1
dllaksanakan pada tahun bexjalan maka akan menjad1
SILPA Desa

d Pembangunan ﬁ31k secara. tekms harus memenuh1
standar mutu sesua1 dengan ketentuan yang berlaku

e Seluruh keglatan yang menurut “aturan dlkenakan
pajak, wajib dlpungut dan dISCtOI' ke kas Negara oleh
Bendahara Desa

Pasal 9

—Keglatan pembangunan 1nfrastruktur yang d1b1aya1 INBUP-
PPIP dilaksanakan oleh TPK yang dibentuk melalul Musdes
‘II dan dltetapkan dengan Keputusan Kepala Desa




10

BAB IV
TATA CARA PEN UNJ UKAN TPK

Bag1an Kesatu

Unsur dan Kntena Keanggotaan TPK

Pasal 10

Unsur keanggotaan TPK sebaga1 benkut

a

TPK INBUP—PPIP terdm dan Unsur Pemerlntah Desa
unsur lembaga kemasyarakatan desa dan atau unsur
masyarakat desa; -

anggota TPK. bexjumlah gasal / gan_]ll sebanyak 5 orang,

unsur pemermtah desa dltun_]uk oleh Kepala’ Desa
sebanyak 1 (satu) orang dari perangkat desa; -

calon anggota TPK dan unsur 1embaga kemasyarakatan
desa dan atau unsur masyarakat.desa dipilih melalui
Musyawarah Desa I sebanyak 4 (empat) orang,

TPK terd1r1 dan Ketua, Sekretans Pembantu Tekms
dan 2 (dua) orang anggota; dan

Ketua Sekretans dan Pembantu Tekms TPK d1p1hh dan
anggota TPK

Pasal 1 1

Krlterla kepengurusan TPK adalah sebaga1 berlkut
a. Pendldlkan mmlmal SLTP/ sedera_]at
b D1utamakan , yang berpengalaman , dalam bldang*

pcmbangunan konstrukm dan atau pengadaan barang
dan j jasa; dan

Berdom1s111 di Desa yang bersangkuta.n rmmmal sejak 6
(enam)- bulan terhltung pada tanggal. dlterbltkannya
surat Kepala Desa tentang - pemberltahuan rencana
pcmbentukan TPK berdasarkan kartu tanda penduduk
(KTP), -Kartu Keluarga (KK) dan surat dom1s111 yang
dlkeluarkan oleh Kepala Desa

Baglan Kedua
Mekanlsme Pembentukan TPK

Pasal 12

(1] chala Desa mcmbentuk T1m Venﬁka51 TPK sebanyak

- 3 (tiga) orang yang. terdiri dari Sekretaris Desa dan
unsur Lembaga. Pemberdayaan Masyarakat Desa serta
mengikut sertakan Pendampmg Desa Pembangunan
sebaga1 anggota




®
e oy drtunjuk/ kosong, Kepala Desa dapat menun_)uk salah
- seorang Perangkat Desa (Kepala Urusan) Urltuk duduk R

11 Lo

Tugas Tim Verlﬁkas1 sebagmmana dlmaksud pada ayat -

(1) adalah:

‘.:_a; memvcnﬁkaSI kelcngkapan dan ‘ kese'suaignﬂ

':k"\”-'f.f c.. ‘melaporkan hasﬂ keI]a T1m Verlﬁka51 kepada‘ i

’ dokumen calon anggota TPK;

‘*b.’_’ menetapkan calon anggota TPK yang memenuh1 i

" persyaratan

o "'Kepala Desa..

b' 'Bagl Desa yang Pen_]abat Sekretans Desanya belumi

I - dalam Tim Verifikasi TPK

S ;dlmjukan kepada Kepala Dusun tentang rencana e
~» penunjukan TPK dan kntena/ syarat—syarat calon S

-‘Kepala Desa membuat surat pembentahuan yang o

N anggota TPK

e

; Kepala Dusun mengusulkan pahng banyak 3 (tiga) | '3 ‘
~ orang. calon anggota TPK. dari dusun yang

= ‘,bersangkutan yang dﬂengkap1 dengan berita acara -

" hasil musyawarah ‘dusun yang melibatkan anggota

‘lembaga kemasyarakatan yang berada dlmasmg- |

U "masmg dusun.  .; R : L T
~~ (6) Kepala: ‘Dusun menyampalkan usulan sebagmmana L
"~ tersebut ayat (4) kepada Kepala Desa untuk d1teruskan

& E kepada Tim Verifikasi.

e [kelengkapan ‘dokumen calon anggota TPK yang

Tim Venﬁka31 melakukan venﬁka31 terhadap

~ diusulkan masmg—masmg dusun, - menetapkan calon

@

: (10

o f;anggota TPK dan menyampalkan kepada Kepala Desa

' 8) _Calon anggota TPK yang telah memenuhi syarat d1p1hh F R

melalu1 ‘musdes 11 - sebanyak 4 (empat) orang untuk_i e

o r,._dltetapkan menjadi anggota TPK.

;\Calon anggota TPK yang berasal dan perangkat desa i
- bersama ‘calon ‘anggota TPK" terp111h melakukan =
e fmusyawarah untu mem111h Ketua dan Sekretans TPK. =

Kepala Desa menerbltkan Keputusan Kepala Desa L

3o ftentang pengangkatan T1m Pengelola Keglatan

Baglan Ketlga
Tugas TPK

Pasal 13

| "'»:Tugas TPK adalah sebaga1 benkut

:.‘ a’f:

menyusun perencanaan tekms menghltung RAB dan e

- membuat gambar rencana kerja ‘konstruksi jika
;‘ﬂdlperlukan kegiatan sesuai - dengan Rencana Usulan

Pnontas Keglatan Desa yang dllakukan pada saat e
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kg-‘Musdes 1 dengan pendamplngan dan Pendampmg Desa il E g
-;Pembangunan B b : ‘

melaksanakan keglatan sesuai ketentuan peraturan

i.”perundang—undangan yang berlaku kegiatan sesuai

( 1)
k dlanggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkahs dan

.:dengan Rencana Usulan Pnontas Keglatan Desa yang
dIlfﬂlkukan pada saat Musdes I;

menjamm dan memfas111tas1 transparan31 keglatan,

.. .;melakukan pengajuan pencalran ‘dana kepada Kepala'
- Desa melalui Pelaksana Teknis. Kegiatan; - o ~

- fmenyusun laporan progrcs pelaksanaan keglatan ﬁ31k

e ;'};menyerahkan hasﬂ peker_]aan kepada Ixepala Desa’ pada- - . LU
,,‘]’;};Musdes . .

BABV
PEMBIAYAAN

Baglan Kesatu
Umum S

Pasal 14

Besaran aloka31 dana INBUP—PPIP sesuai dengan yang |

" f.yang dltetapkan lebih lan_]ut dengan Keputusan Bupati.

_ (3)

‘BOP. pahng banyak 2 % dan pagu anggaran, dlgunakanj
untuk

a Perencanaan dan pengawasan, antara lam blaya, SR
pembuatan gambar Tencana kexja kontruks1 RABi R

dan lam-lam,

b B1aya fotocopy,r blaya papan - nama - keglatan
pembuatan baleho pembuatan prasastl dan alat
tuhs, <l . N : , ol

’ c Blaya rapat dan lamnya

(4) Honorarlum Kepala» Desa dan PTPKD Selaku';"

o ’palmg banyak 0.5 % dari pagu anggar R yang masmg—f_ : ﬁ

penanggung _]awab pengelolaan Dana INBUP-PPIP

o ‘masing berhak memperoleh

o a _—Penanggun'awab Pengelolaan Keuangan Desa ".:fi

. sebesar 35%;

‘ b Koordmator P’I‘PKD sebesar 25%, -
oy :_f_‘c,.*Pelaksana Tekms Keglatan sebesar 20%, &

Alokasi dana INBUP—PPIP dlgunakan untuk memblayal' S

. pembangunaan ‘infrastruktur, ‘biaya operas1ona1'
- pelaksanaan (BOP), ‘honorarium Kepala Desa selaku L
" Penanggungjawab Pengelolaan dana INBUP-PPIP dan
-+ PTPKD," honorarium  pengawasan. pelaksanaan dana R
i INBUP—PPIP oleh BPD dan honoranum TPK. S




(5)

d Bendahara Desa sebesar 20% o :
Honorarium = TPK pahng banyak 2% dari pagu

. anggaran, yang masmg—masmg berhak memperoleh :

~“a. Ketua TPK sebesar 25%; ©
'b Sekretaris TPK sebesar 20 75%,

B ‘e Pembantu Tekms sebesar 20 ,75%;
o o d. Anggota TPK sebesar 33 5% (2 orang)
B C]

vHonorarlum BPD selaku pengawas pelaksanaan Dana o
~ INBUP-PPIP :

"~ a. BPD dengan jumlah anggota ‘9 orang, palmg ?

jbanyak -0,35%, -dengan r1n01an masmor—masmg
- sebagai berikut: = s
1) Ketua 14 29%, ST
‘12) Wakil Ketua 12,57%;
3) Sekretaris 11,43%;
4)° Anggota 61,71% (6 orang), ‘

. b. BPD " ‘dengan _]umlah anggota 7. ’ orang, paling,}

L c "BPD dengan Jumlah anggota 5 orang, pahng .

m

banyak . 0,28%, dengan r1n01an masmg-masmg
‘sebagai berikut : : S
1y Ketua 17, ,99%; s
- 2) . Wakil Ketua 15, 83A), S
- 3) - Sekretaris 14,39%;
4) ‘Anggota 51,79% (4 orang).

"banyak 0 21%, dengan r1nc1an masmg—masmg
~‘sebagai berikut : T ,
1) ‘Ketua 24,28%; o
2). Wakil Ketua 21 ,36%;
- 3) Sekretarls 19,42%; ~ - .
4) Anggota 34,95% 2 orang)

‘Blaya honorarium sebagaimana dlmaksud pada ayat o
(4), (5) ‘dan''(6) dlbayarkan setelah pekexjaan ﬁ31k e
: keglatan selesa1 100%. '

®

Dalam hal_ pekeljaan kontruksi' tldak selesa1 100%

sampa1 dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan .

~atau berakhlrnya tahun anggaran, - maka biaya

operasmnal pelaksanaan ‘dapat 'dibayarkan paling :

 ‘banyak sebesar prosentase ‘kemajuan penyelesaian -

: fisik pekerjaan dikali dengan- besaran honoranum SR
ES vyang berhak dltenma TPK E v :

K *‘Bagiéh Kedua' P

Ea Tata Cara Penyaluran Dana S

Pasal 15

: Kepala Desa menga_]ukan permohonan penyaluran dana

’ ".kepada Bupatl melalm BPMPD.

Pasal 16




) e
: ;:‘Dana INBUP PPIP kepada Bupat1 melalul Kepala Badan

14 :

Kepa]a Desa mengajukan permohonan penyaluran'

o :‘Pemberdayaan Masyarakat .Dan Pemerlntah Desa
. setelah mendapatkan rekomenda31 Camat.

Untuk- menga_]ukan permohonan penyaluran ‘dana EE

e ;,sebagalmana dimaksud  pada ayat (1), _ Kepala Desa"
- ... melengkapi dokumen berupa : ~ ‘

lf_:f‘f;-:i‘a.?irDokumen APBDesa’ yang telah dlSCtu_]Lu bersama—_. o
©- 'sama Kepala Desa dan BPD serta dlvenﬁkam oleh SO

= - Kecamatan; .

i b “Melamplrkan surat keputusan Kepala Desa tentang 3 i =

: pengangkatan Bendahara Desa

L c ‘Surat Pemyataan Tanggung Jawab Penggunaan
" Dana dari Kepala Desa dan Bendahara bermatera1 ,

;ly;}6000 | Ry e | |
d. Fotocopy rekenmg Bank yang ma31h aktlf atas nama :
Desa yang dllega.1151r oleh Bank; :

e Fotocopy Nomor Pokok Wa_]lb PaJak (NPWP),

f - Kwitansi pembayaran (materai 6000) atas namab o

; Kepala Desa dan Bendahara Bantuan Keuangan; |

N e g Fotocopy. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa e

~dan Bendahara yang ma81h berlaku d1legallsu'

Camat setempat;

o f,_‘_i_-f‘h.i‘KCPUtusan Bupau penetapan Loka81 dan AlOkasl“y R A
~©  DanaINBUPPPIP; = = L
1 "Surat Pakta Integrltas dan Penerlma Bantuan
: f~_"iKeuangan ' 58 .

- J Surat bukti- pengesahan . ':- Laporan | w
7 Perianggungiawaban  (SPJ)  Tahun Anggaran

' sebelumnya/ sedang berjalan dari- pejabat yang

0 berwenang dalam hal ml pengesahannya dllakukan o
~oleh Camat e :

Pengguna anggaran PPKD menyalurkan dana INBUP— i
. PPIP dari rekemng kas daerah ke rekenmg desa secara

e fgsekahgus

@
- _sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), TPK harus

Baglan Ketlga :
Tata Cara Pencalran Dana
Pasal 17 '

(1) ; ‘TPK mengajukan permohonan pencalran dana tahap -~ .
~ . pertama paling banyak 20% dari pagu anggaran .

L kepada . Kepala Desa mela1u1 Pelaksana Tekms o -
o Keglatan T R
Dalam ' mengajukan permohonan pencalran dana

melamplrkan berkas sebagal benkut




: ’"a_.'Keglatan pembangunan 1nfrastruktur yang d1b1aya1 B il

! ‘dari dana INBUP—PPIP sesuai dengan APBDesa;

Sl b. RAB, ‘Gambar Rencana Kerja Konstruk31 dan tzme ., e

. /schedule kegxatan

d Surat Pernyataanw Kesanggupan Menyelesalkan"‘.'
: 'fj__:, Pekerjaan d1buat oleh TPK o

a ;'menehtl ke]engkapan permmtaan pencaJran dana 4

e 'ég':Surat peljanjlan antara ketua TPK dan penyedla e

:barang /jasa; -

- yang digjukan oleh TPK;

e b " mengu_]l ‘Kebenaran perhltungan RAB dan Gambar‘f':/ :

- rencana kerja konstruk51

C menolak pengajuan permmtaan penca1ran dana

L@
CE ’kelengkapan ‘dan’ kebenarannya oleh Pelaksana Teknis .
. * Kegiatan ~ sebagaimana dimaksud ‘pada  ayat (3)"' i

“oleh TPK apabila tldak memenuhl persyaratan yang SR e

dltetapkan

_Permohonan pencalran dana yang telah dlvenﬁkasf:

: selan_]utnya dlsampaxkan kcpada Koordmator PTPKD.

o :ij(s)

};'Koordmator PTPKD selanjutnya mengajukan Surat e
TN ;Permmtaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. = . o
e Surat Permintaan Pembayaran - (SPP) kepada Kepala. e T
~oo-Desa sebagalmana dimaksud - pada: -ayat (5), . -
”'-selanJutnya Kepala Desa menerbitkan Surat Perintah =

S ;Membayar (SPM) kepada Bendahara Desa.

O

(10) Permohonan rekomenda31 Camat untuk pencalran' L

Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaumana yang L
,;"_gdlmaksud pada ayat (6) selanjutnya Bendahara Desa‘_-
R _jmelakulfan pencairan dana dari Kas Desa ‘

T irekomendam Camat

Pencairan dana dan Kas Desa harus dllengkapl dengan

Pencalran Dana tahap selan_]utnya dlsesualkan dengan o 5
"»?kebutuhan dan tldak terlkat dengan ketentuan” .
»‘,perbulan O e o e

“dana sebagalmana dlmaksud pada ayat (9) Kepala S
Desa harus melamplrkan BN e
a Usulan Pnontas Keglatan Desa yang dltetapkan'
~:~7pada saat Musdes I . a
RAB,; Gambar Rencana Kerja Konstruk31 dan tlmefk] :
. schedule keglatan :

= ::'_i"c.f'Surat Perjan)xan antara Ketua TPK dengan Penyedxa’

:".-":y‘d.‘ ‘Laporan kemajuan ﬁSlk dan keglatan yang dlbuatif

- ‘barang/j jasa;.

O {oleh TPK; -

Dalam menga_]ukan permohonan | pencalran dana o i |
e 'scbagalmana ~dimaksud = pada ayat (2), Pelaksanan o
.. Teknis Keg1atan berkewajlban untuk
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e Laporan reahsaSI penggunaan dana keglatan yang
_dlcalrkan tahap pertama ‘yang dltandatanganl
Kepala Desa Bendahara Desa dan Pelaksana
Teknls Keglatan

f.. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesalkan
Pekexjaan oleh TPK dlketahul oleh Kepala Desa.

(6) Prosedur sebagamlana dimaksud - pada ‘ayat (9)'

- dilakukan - sebagalmana tenkat pada ayat (3) sampa1
dengan ayat (8)

Bagian Keempat
Penatausahaan

Pasal 18

(1) Penatausahaan dllakukan oleh Bendahara Desa

(2) Bendahara Desa wa_]lb melakukan pencatatan setlap
penenmaan dan pengeluaran

(3) Bendahara Desa wajib rnempertanggun’awabkan
uang melahii laporan pertanggun'awaban

4) ,Laporan pertanggunglawaban sebagaimana dlmaksud
pada ayat (3). ‘disampaikan setiap bulan dan. setlap
selesa1 keglatan kepada Kepala Desa

BAB VI
CARA PENGADAAN BARANG / JASA

Pasal 19

Cara pengadaan barang / _]asa mellputl

a. pada penn51pnya pengadaan barang/ Jasa _dilakukan
secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan
matenal/ bahan - dart Wllayah setempat, dilaksanakan
secara gotong-royong dengan - “melibatkan partisipasi
masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan
kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat

b apabﬂa tldak dapat dilakukan secara swakelola, balk
sebagian maupun keseluruhan dapat dﬂaksanakan oleh
penyedla barang/ _]asa yang dlanggap mampu

BAB VII
'—,TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA

Baglan Kesatu
SwakcloIa

Pasal 20

(1) Pengadaan barang/ ]asa dengan cara swakelola oleh
TPK mehputl keglatan
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persiapan;
pelaksanaa"n;' ‘
pengawasan,

penyerahan, dan

.o’ mo R

i ) pelaporan dan pertanggung;awaban St
- 2) Khusus untuk pekeljaan konstruksi tidak sederhana e

L yaltu peker_]aan kontruksi yang membutuhkan tenaga = -
 ahli dan/atau’ peralatan - berat tidak dapat dllakukan* R
B {dengan cara swakelola E : : R
(3 Rencana pelaksanaan keglatan dengan cara swakelola - K
S mehputl ‘ . o

‘ : a.r_]adwal pelaksa_naan pekerjaan, o , R
i e b. rencanan’ penggunaan tenaga kerja kebutuhan'.' |
v_*‘-‘_bahandanperalatan L ;
':, o c gambar rencana kexja untuk pekeljaan konstruk31
= d spesﬂikas1 tekms apablla dlperlukan dan
2 *e.'"perlnraan blaya (Rencana Anggaran Blaya/ RAB). o
5 (4) Pelaksanaan keglatan dengan cara swakelola dengari- o
- ketentuan sebaga1 berikut : S o
B ‘..a. Pelaksanaan swakelola dllakukan berdasarkan .

~rencana . pelaksanaan pengadaan barang/ _]asa
“melalui swakelola; '

b. Kebutuhan barang/ _]asa termaSuk didalamnya :
~-bahan/ matenal untuk mendukung. kegiatan -
.~ swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara
. swadaya, dilakukan oleh penyedla barang /jasa yang
: dlanggap mampu oleh TPK; ;

c. Khusus untuk pekerjaan konstruks1 :
1 Dltun_]uk satu orang penanggung Jawab te_]mS: :

, pelaksanaan pekeljaan dari anggota TPK yang -
i dianggap" mampu atau mengetahul teknis
 kegiatan/pekerjaan; | |
. 2. Dapat dibantu oleh persoml yang dltun_]uk dari
dinas teknis terkait dan/ atau pekelja (tenaga

S ‘tukang dan / atau mandor)
E Baglan Kedua : R
Pengadaan Melalm Penyedla Barang/Jasa L
‘ Pasal 21 S
(1) Pengadaan Barang/Jasa melalm - Penyedia T

o »rBarang/Jasa  dimaksudkan untuk © memenuhi -
' kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung -
- pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan
fbarang/ jasa secara langsungdlDesa ’ '




(2)
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Penyedla Barang/Jasa yang dlanggap mampu dalam SE
_ pelaksanaan . - Pengadaan ‘Barang/Jasa . harus . -

o ‘-:'f'memenuhl persyaratan memﬂlkl ‘tempat/ lokasi usaha,

 kecuali untuk (tukang  batu, tukang kaya, dan .-

—_'}'se_]emsnya o

» Selam ketentuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2), : P '“‘;f
_fE’Penyedla Barang/Jasa untuk - pekerjaan: ‘konstruksi,

" mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan

o yang dlperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. -

Pasal 22

,Pengadaan Barang/ Jasa dengan mlal sampa1 dengan faet

TR Rp 50.000. OOO - (ima: puluh Juta ruplah)

;;f,a. TPK membeh barang/ Jasa kepada 1 (satu) Penyedla, T
. Bamng/Jasa;
b Pembelian | sebagalmana dlmaksud pada huruf a, -
-~ dilakukan tanpa permintaan ‘penawaran tertulis .
oo darie TPK . dan . tanpa penawaran tertuhs dan '\
:Penyedla Barang/Jasa, [ T ‘ ; :

» dan atas nama TPK.

b ";:_ (é) Pengadaan Barang/Jasa dengan nﬂa1 'di atas: S
.~ Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampa1

_ dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):

: ?a.jﬁ‘TPK membeh barang/Jasa kepada 1 (satu) Penyedlaf' <
S 1Barang/Jasa, : :

e b Pembehan sebagmmana dlmaksud pada huruf a,

B dﬂakukan TPK dengan' cara meminta penawaran A

e « secara tertulis dari Penyedla ‘Barang/Jasa dengan '

- dilampiri - daftar ‘barang/jasa (rincian ‘barang/jasa e

. atau ruang lingkup pekerjaan, -volume, dan'satuan);

:‘»{c';"PenyedJa Barang/Jasa menyampa1kan penawaran £

- tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian .

~barang/jasa atau ruang hngkup pekeljaan, volume I

. - dan satuan) dan harga

B vﬂ_’ d. :TPK melakukan neg031a31 (tawar—menawar) dengan o

- Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga-"

R yang lebih murah;" ‘
S e 'Penyedla Barang/Jasa membenkan buktl transaksi -

“ berupa nota, faktur pembehan atau kmtan31 untuk | pic

o - dan atas nama TPK.

(3) {*Pengadaan Barang/Jasa dengan mla1 d1 atas‘,“ Ll =

g _;jyszp 200 000 000 (dua ratus Juta ruplah)

: '.",‘,_TPK melakukan neg031a51 (tawar—menawar) “dengan
. Penyedia Barang/Jasa ‘untuk: memperoleh ‘harga
!;yanglebmmurah NI ;

~d. Penyedia Barang/ Jasa membcnkan bkt transaksif e i
" berupa nota, faktur pembehan atau k‘l]ltanSI untuk s




a
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TPK mengundang dan memmta 2 (dua) penawaran
secara tertulis dan 2 (dua) Penyedla Barang/Jasa
yang berbeda dﬂampm dengan daftar barang/jasa
(rmc1an barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan,
volume,dan’ satuan) dan spe31ﬁkas1 tek:ms
barang/ Jasa,

PenyedJa Barang/Jasa menyampalkan penawaran
tertulis - yang berisi - :daftar - barang/jasa (rincian
barang/ jasa atau ruang ]mgkup pekeljaan volume
dan satuan) dan harga

TPK meni1a1 pemenuhan spesxﬁkam teknis
barang/ jasa tf:rhadap kedua Penyedla Barang/ Jasa
yang memasukan penawaran,

Apabﬂa spemﬁkasr tekms barang/ Jasa yang
dltawarkaIL

1. .dlpenuhl oleh kedua Penyedla Barang/Jasa
maka: dllan_]utkan dengan proses neg031a51
(tawar—menawar) secara bersamaan

2 dlpenuhl oleh salah satu Penyedla Barang/ Jasa

maka TPK . ‘tetap. melan_]utkan dengan proses
negosiasi - (tawar—menawar) kepada - Penyedla
Barang/Jasa yang memenuhl spesﬁikam tekms
tersebut,

3. tidak d1penuh1 oleh kedua Penyedla

Barang/Jasa, maka TPK membata]kan proses
pengadaan

Apablla spesﬁika81 tekms sebagalmana dunaksud
pada huruf d angka 3, ‘maka TPK melaksanakan
kembali - proses pengadaan sebagmmana dlmaksud
pada huruf a..

Neg031a31 (tawar—menawar) sebagalmana dlmaksud
pada huruf d angka 1 dan huruf d angka 2 untuk
memperoleh harga yang leblh murah

Hasﬂ negos1a31 dltuangkan dalam surat per_]an_]lan
antara ketua TPK' dan penyedla barang/ jasa ‘yang
bensﬂcan sekurang—kurangnya

)

a

SR VI e N ok«

h

tanggal dan tempat dlbuainya peljan_]lan
para plhak

ruang lmgkup pekeljaan,

n11a1 pekerjaan,

hak dan kewa_]lban para plhak

Jangka Waktu pelaksaan keglatan
ketentuan keadaan kahar dan

sank31

Dalam’ hal penyedja barang/ Jasa yang telah membuat
surat perjanjian kelja sama dengan TPK sebaga1mana
dlmaksud pada ayat (4) hdak dapat menyelesaikan




pekeljaan baJk sebaglan maupun keseluruhannya.

- - maka TPK berhak membatalkan perjanjian keljasama .
. secara _sepihak dan dapat ‘menunjuk penyedia .
;;,barang/_]asa lain  untuk. melaksanakan dan EAE

1>fmenye1esa1kan pekexjaan e

© ' surat perjanjian keljasama dengan TPK sebagiaman

. Penyedla barang/ jasa yang tldak dapat melaksanakan o

. . dimaksud pada ayat-(5) ‘dikenakan sanksi yang telah

. dibuat dalam -surat perjanjian keljasama yang telah iﬂ v_ o :

- d1tandatangan1 kedua belah plhak

a.

BAB VIII , S
INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 23

Pelaksanaan keglatan INBUP—PPIP dapat dlkatakan berhasﬂf o
e apablla dapat memenuh1 beberapa kntena sebagaJ benkut. e
g ﬁ;kua]ltas pekeljaan sesual dengan rancangan tekms i"f CT A
SN yang telah dltetapkan _ e S
0 b. fadanya ‘swadaya dan kegotong—royongan masyarakat AR R
~ dalam pelaksanaan keglatan Penguatan Infrastruktur' o
ﬁPcrdesaan, dan = - : R T

: iadanya kelengkapan admmlstram keglatan

BABIX

e Pekexjaan Lan_]utan dan Pcnggunaan Slsa Anggaran

Pasal 24

“ Slsa pekexjaan yang udak dapat dlselesalkan sampa1 -
e vfdengan berakhlrnya tahun anggaran dilanjutkan

, vfr;penyelesmannya pada , APBDesa tahun anggaran (i

?'{’ii;:.;:fjbenkumya. o

(1)

Pasal 25

SILPA Desa sebaga1mana dJmaksud dalam pasal 8;~ Lo

_ huruf c di setor ke Kas Desa, dan dianggarkan kembali

: ?j.pada APBDesa tahun benkutnya untuk - memblayal} -
v 12_,;;1keg1atan yang sama yang belum dapat dlselesaxkan :

desa. - -

@) e
-~ untuk pembangunan keglatan lamnya berdasarkan‘ B I S

Slsa anggaran pelelangan barang/ Jasa deergunakan‘ |

: darl MuS)’a“""?‘r‘“]"l Desa.” . .

: ," '20_‘ S

Sisa. anggaran yang dlperoleh dan PenghematanA .
f;»-belan.]a pada pelaksanaan pekeljaan menjadl SILPA




(4) Slsa anggaran sebagalmana dlmaksud ayat (1) (2) dan o B
. (3) dltuangkan dalam berita acara. ' :

~ SIiLPA Desa sebagaunana dxmaksud pada ayat (2) dan
~disetorkan ke kas Desa dan pada tahun anggaran -
‘berikutnya dapat dlgunakan untuk kepentmgan ~

: {_(5)

belan_]a desa pada umumnya e

BAB X

LAPORAN PERTAN GGUNGJAWABAN

o

Pasal 26

:'»TPK Wa_]lb menyampalkan laporan pelaksanaan

i ,;:kegxatan INBUP-PPIP sebagai benkut. _
i a. Melaporkan pekeljaan fisik yang “diverifikasi oleh

b:'.f’»'Kepala Desa melaporkan keglatan ﬁ31k dan, b et
~ keuangan kepada Camat. pahng lambat tanggal 15
. setiap bulan;dan . - :

Pelaksana Teknis Kegiatan dan diketahui oleh PDP =
" kepada Kepala Desa pa]mg lambat tanggal 10 c

- setiap bulan;

e Camat ~ wajib - melaporkan laporan fisik - dan |

- (3)

)

)

@

keuangan ‘kepada Bupati melalui Kepala BPMPD ,
pahng lambat tanggal 20 setlap bulan.

'TPK menyampalkan laporan’ sebagalmana dlmaksud -
“ayat (1) huruf a dengan melamplrkan Benta Acara

kema_]uan fisik pelaksanaan pekeljaaan

Laporan Pendampmg Desa : Pcmbangunan (PDP)‘
sebagal berikut:

a.. PDP mcnyampalkan laporan pelaksanaan fisik dan
keuangan kepada Korcam - PDP pahng lambat
tanggal 05 setlap bulan,

b Korcam PDP menyampalkan laporan pelaksanaan
fisik dan . keuangan kepada Korkab PDP palmg
lambat tanggal 10 setlap bulan, dan

c. Korkab PDP menyampa_lkan Jlaporan pelaksanaan
fisik dan keuangan kepada BPM PD pahng lambat
tanggal 15 setlap bulan

'TPK menyerahkan hasﬂ pekexjaan yang telah

dlselesaxkan kepada Kepala Desa dalam Musdes III

Pasal 27

7Kepa1a ', Desa menyampalkan laporan akhlr
kpelaksanaan INBUP—PPIP kepada Bupatl

'Laporan sebagalmana ‘pada ayat (1) dlsampajkan

tmelalui Camat dan diteruskan kepada Kepala BPM—PD
untuk dlsampalkan leblh lanJut Kepada Bupatl




o

N BAB X1 : :
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28~ 2 k ’

Monltorlng dan evalua51 keglatan dar1 INBUP-PPIP

. dikoordinir oleh BPMPD serta dlbantu oleh Koorkab

.,;,"PDP | S - .

@ Camat dlbantu : oleh Korcam PDP melakukan =
R e monitoring dan evalua51 pelaksanaan keglatan dari .

- INBUP-PPIP . : dalam - Wllayah kecamatan - yang - ¢

bersangkutan pahng sedikit l(satu) kah dalam 1 (satu) .

~ bulan. .

pelaksanaan kegiatan dari INBUP-PPIP kepada. Bupati
- Bengkalis. melalui BPMPD, pahng lambat tanggal 20

Camat melaporkan hasﬂ momtormg dan evaluas1 ”

setiap bulan: dengan ‘tembusan ‘kepada ' Kepala

BAPPEDA; Inspektur dan Kepala Dlnas Pekerjaanr' S
Q;;Umum REEHE : : :

«Kepala BPMPD melaporkan pelaksanaan INBUP- PPIP

e kepada Bupatl pahng lambat tanggal 10 setlap bulan.

(1)
‘kegiatan - INBUP PPIP, terutama . untuk

: menyebarluaskan ~nilai- n1la1 ‘transparansi serta.
~partisipasi _aktif masyarakat . maka Kepala Desa

. BABXI -
- PENGAWASAN

Pasal 29 '

Dalam' ’7‘3‘7; rangka :j mengembangkan " Kketerlibatan
masyarakat dalam , pelaksanaan ~dan pengawasan

mempublikasikan - rekapitulasi - RAB kegiatan dengan

8 menempelkannya di ruang pubhk seperti pada papan
- pengumuman - desa, maS_]ld musholla ‘pasar desa,

posyandu dan 1a1n laln

BPD melakukan g pengawasan pelaksanaan- dana
" "INBUP PPIP d1 Desa

. Pengawasan atas ' pelaksanaan keglatan dari
" INBUP-PPIP - . secara .fungsional ' dilakukan  oleh

Inspektorat.




()

(2)

- (3)

(4)

()

(3)
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BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

Momtormg dan evalua31 keglatan dar1 - INBUP-PPIP
d1koord1n1r oleh BPMPD serta dibantu oleh Koorkab
PDP.

Camat d1bantu oleh Korcam PDP melakukan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari
INBUP-PPIP. dalam  wilayah  kecamatan - yang
bersangkutan pahng sedlklt 1(satu) kali dalam 1 (satu)
bulan.

,Camat melaporkan “hasil monltorlng ~dan evalua31

pelaksanaan kegiatan dari INBUP-PPIP kepada Bupati
Bengkalis melalui BPMPD, paling lambat tanggal 20
setiap bulan ~dengan tembusan kepada Kepala
BAPPEDA, Inspektur dan Kepala Dlnas Pekerjaan
Umum.

Kepala BPMPD melaporkan pelaksanaan INBUP PPIP
kepada Bupat1 pahng lambat: tanggal 10 setlap bulan.’

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 29

Dalam - rangka - mengembangkan -~ keterlibatan

masyarakat ‘dalam = pelaksanaan dan pengawasan
kegiatan INBUP PPIP, . terutama untuk
menyebarluaskan nilai-nilai = transparansi  serta
partisipasi aktif masyarakat - ‘maka Kepala Desa
mempublikasikan rekapitulasi RAB kegiatan dengan
menempelkannya di ruang publik seperti pada papan
pengumuman - desa, maspd musholla pasar desa
posyandu dan lain- lam

BPD "melakukan | pengawasan pelaksanaan ‘dana
INBUP PPIP di Desa.

Pengawasan ‘atas - pelaksanaan kegiatan  dari
INBUP-PPIP = secara - fungsmnal dilakukan oleh
Inspektorat
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan diberlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Instruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur
Perdesaan Kabupaten Bengkalis beserta perubahannya,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 3 Juli 2015
BUPATI BENG

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal % Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. ANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 36



